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ABSTRACT 

The criminal act of embezzlement involving rental cars through pawning schemes is a form of 

crime that frequently occurs in society. This research aims to analyze the modus operandi used 

by offenders in cases of car rental embezzlement through pawning and to examine the legal 

enforcement efforts undertaken by law enforcement officers, particularly within the jurisdiction 

of the Batu Police Department. This study employs an empirical juridical approach. The 

findings reveal that the embezzlement typically begins with a legitimate car rental agreement, 

although the perpetrator has the intent to pawn the vehicle from the outset. This fulfills the 

elements of Article 372 of the Indonesian Criminal Code concerning embezzlement. Law 

enforcement efforts include stages such as investigation, inquiry, arrest, and case submission 

to the public prosecutor. Challenges faced include a lack of initial evidence, incomplete 

identification of the perpetrator, and victims’ delays in reporting the crime. In addition, 

collaboration between renters, rental companies, and law enforcement officers is essential to 

prevent and address such crimes effectively. 

Keywords: Embezzlement, Rental Car, Pawning Modus, Law Enforcement, Criminal Code. 

 

ABSTRAK 

 Tindak pidana penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan merupakan salah satu 

bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

modus operandi pelaku dalam kasus penggelapan mobil rental dengan modus gadai serta upaya 

penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya di wilayah hukum 

Polres Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa modus penggelapan dilakukan dengan menyewa mobil secara sah, namun 

pelaku memiliki niat sejak awal untuk menggadaikannya. Hal ini memenuhi unsur dalam Pasal 

372 KUHP tentang penggelapan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan meliputi proses 

penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Kendala 

yang dihadapi antara lain kurangnya bukti awal, pelaku yang tidak diketahui identitasnya secara 

lengkap, serta kurangnya kesadaran korban untuk segera melapor. Selain itu, dibutuhkan kerja 

sama antara penyewa, pihak rental, dan aparat penegak hukum dalam mencegah dan menindak 

kejahatan tersebut. 

Kata kunci: Penggelapan, Mobil Rental, Modus Gadai, Penegakan Hukum, KUHP. 
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PENDAHULUAN  

Pada zaman yang semakin berkembang ini kendaraan transportasi sangat dipergunakan 

untuk kebutuhan sehari-hari. Transprotasi sangat dibutuhkan didalam lingkungkan masyarakat 

karena mempermudah untuk melakukan bepergian antara jarak dekat maupun jauh, seperti 

kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang mana kendaraan bermotor ini dipergunakan 

sehari-hari untuk bekerja, kuliah, maupun jalan-jalan. Oleh karena itu banyak pelaku bisnis 

yang menyediakan jasa persewaan kendaraan bagi masyarakat yang membutuhkan akan tetapi 

belum memiliki kendaraan sendiri bisa menyewa di tempat persewaan atau biasa disebut 

dengan rental mobil. 

Rental mobil merupakan penyedia jasa layanan penyewaan mobil dengan jangka waktu 

pendek atau dalam kurun waktu beberapa jam hingga beberapa minggu. Perjanjian sewa 

menyewa adalah suatu kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak pemilik (Lessee) yang 

dimana pemilik memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan barang atau properti 

tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa hal ini diatur dalam Pasal 1548 

KUHPerdata.4 bisnis rental mobil memang memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan 

oleh para pelaku usaha. 5 Seperti kerusakan mesin dikarenakan penggunaan yang tidak hati-hati 

oleh  penyewa, kerusakan body mobil seperti goresan, penyok, atau kerusakan lain pada body 

mobil akibat kecelakaan atau kelalaian penyewa, pemalsuan dokumen oleh penyewa untuk 

tujuan ilegal, penggelapan kendaraan dengan cara membawa kabur mobil rental dan tidak 

mengembalikannya, serta keterlambatan atau tidak ada pembayaran sewa. Dengan adanya 

rental mobil ini banyak orang yang menyalahgunakan mobil rentalan tersebut dengan 

melakukan tindakan pidana yaitu tindak pidana penggelapan. Semakin berkembangnya 

teknologi banyak motif penggelapan yang dilakukan. Hal ini membuat semakin mudah 

melakukan tindakan kejahatan. Tindak pidana penggelapan ini juga terjadi karena beberapa 

faktor salah satunya adalah faktor ekonomi dan tingginya angka pengangguran dapat 

mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. 

Motif pelaku biasanya dengan melakukan sewa mobil di rental mobil dalam hal ini telah ada 

kesepakatan atau perjanjian sewa menyewa antara pemilik dan penyewa dengan mengetahui 

identitas pribadi penyewa setelah itu biasanya pelaku membawa kabur mobil itu keluar kota 

untuk digadaikan atau bahkan dijual belikan. Tindakan ini jelas melanggar hukum karena 

pelaku secara sadar mengambil keuntungan pribadi dari barang yang bukan miliknya padahal 

barang tersebut hanya diberikan kepadanya untuk dipakai sementara dalam ikatan sewa, hal ini 

masuk dalam tindak pidana penggelapan. 

Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang dapat dikatakan melakukan perbuatan 

melawan hukum pidana dan diancam sanksi oleh yang diatur oleh Kitab Undang-Undang 

Pidana (KUHP). Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang 

dimuat dalam Undang-Undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya.6  Atau Tindak 

 
4 Avelyn,Bianca,, “Analisis Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa dalam Konteks Hukum Perdata 

Indonesia,” Journal Of Social Science Research 4, no. 6 (2014): 2448, 

https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16325, hlm 2. 
5 Subhan, “‘Implementasi Sewa Menyewa Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi 

Syariah (Study Kasus Rental Mobil Yudi’s Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)’” (Skripsi, Palembang, 

Universiras Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), hlm 2. 
6 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers,Jakarta,2002,hlm. 23. 
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Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut.7 

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindakan kriminal yang terjadi ketika 

seseorang secara tidak sah atau tanpa hak menguasai atau menggunakan barang milik orang 

lain yang telah dipercayakan kepadanya.Hal ini telah diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-

Undang Pidana (KUHP) mengatur Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum 

mengambil barang milik orang lain yang ada padanya karena pekerjaan, hubungan 

kepercayaan, atau sebab lain yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun.8 

Pada kasus ini selain menimbulkan persoalan hukum baru bagi pihak ketiga, khususnya 

apabila mereka terbukti mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana. 

Dalam hal ini pihak penerima gadai tetap menerima dan menguasai barang hasil penggelapan 

dapat dijerat dengan pasal 480 KUHP yang menyatakan “Barang siapa membeli, menyewakan, 

menerima pengadai, menerima hadiahnya, menyangkut barang, menukar, menyimpan atau 

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolah 

dari kejahatan penadahaan”. Adanya penadah sebagai penampung kejahatan memberikan 

kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku penggelapan 

misalnya berkedok sebagai pedagang menjual mobil rental kepada orang lain. 

Tindakan menerima barang hasil kejahatan tidak otomatis membuat seseorang dapat di 

pidana. Pembuktian secara hukum dan pertimbangan unsur kesalahan pidana pada pembeli 

sangat diperlukan, untuk membuktikan unsur kesalahan perlu ditunjukkan bahwa barang yang 

diterima adalah hasil kejahatan, harganya jauh di bawah harga normal (baik baru maupun 

bekas), dan pembelian barang hasil kejahatan memberikan keuntungan bagi pelaku.9 Dalam hal 

ini unsur “patut harus diduga” memnerikan ruang bagi aparat penegrak hukum untuk 

memeriksa sejauh mana pengetahuan atau kelalaian pihak ketiga dalam menerima gadai barang 

hasil penggelapan. Sering kali penerima gadai tidak melakukan verifikasi terhadap kepemilikan 

kendaraan, dan justru berpotensi turut serta dalam tindak pidana penadah. 

Dari perspektif hukum, tindak pidana penggelapan memiliki dimensi yang penting  hukum 

pidana dan perdata. Dalam hukum pidana perbuatan ini memenuhi unsur penggelapan 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP oleh karena itu perlu dilakukan kajian hukum 

secara menyeluruh mengenai tindak pidana penggelapan mobil rental dengan modus 

menggadaikan baik dari pertanggungjawaban pelaku utama, maupun kemungkinan 

pertanggungjawaban pidana bagi pihak ketiga (penerima gadai) yang dapat dijerat dengan pasal 

480 KUHP. 

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

 
7 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)hlm 56. 
8 Hari Ulta Nusantara, “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan 

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 11 Januari 2022, 136–

44, https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.629, hlm 142. 
9 I Ketut Rai Setiabudhi Ni Nyoman Ayu Tisnadiartha, “Analisis Sanksi Pidana Kasus Barang Hasil 

Kejahatan Ditinjau Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan,” Jurnal Kertha Desa, 8 (Agustus 2021): 1–3. 
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menjawab isu hukum yang dihadapi.10 Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis secara mendalam mengenai tindak pidana penggelapan mobil rental dengan 

modus menggadaikan ditinjau dari hukum pidana, dengan fokus studi kasus di Polres Batu. 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tindak pidana penggelapan, namun belum 

banyak yang secara spesifik mengkaji kasus penggelapan mobil rental dengan modus 

menggadaikan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

akademis dalam memahami kasus ini, serta memberikan rekomendasi bagi aparat penegak 

hukum dalam menangani kasus serupa. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di kantor 

Kepolisian Resor Batu yang beralamat di Jl. AP III Katjoeng Permadi No. 16 Junrejo Kota Batu 

65321. Peneliti menggunakan teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu non 

probabilitas sampling yaitu subjeknya berdasarkan tujuan tertentu dan pertimbangan khusus, 

yang dianggap mampu memberikan data atau informasi yang dibutuhkan. Dimana dalam teknik 

sampling ini peneliti akan mewawancarai salah satu Penyidik Satreskrim (Satuan Reserse 

Kriminal) Polres Batu. 

Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data hukum primer adalah 

fakta-fakta yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan melalui metode pengumpulan 

data wawancara dan observasi dengan pihak yang berwenang atau berkompeten untuk 

menjawab isu yang dibahas dan data sekunder adalah data yang diperolah dari kepustakaan 

yang terdiri dari buku, jurnal hukum, dan artikel. 

 

PEMBAHASAN 

A. Modus Operandi Penggelapan Mobil Rental Dengan Modus Mengadaikan Di 

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batu 

Modus operandi merupakan metode atau teknik yang digunakan seorang penjahat dalam 

melancarkan aksi kriminalnya, dalam kerangka hukum pidana konvensional seseorang baru 

dikategorikan sebagai penjahat apabila telah terbukti melakukan kejahatan yang dikenai 

hukuman, mengetahui modus operandi dalam proses penegakan hukum memiliki peran yang 

sangat penting. Karena berkaitan langsung dengan efektivitas penyelidikan, pembuktian, dan 

pencegahan tindak pidana. 

Modus operandi sering kali menjadi ciri khas pelaku kejahatan, dengan mempelajari pola 

kejahatan yang berulang, aparat penegak hukum bisa: 

a. Mengidentifikasi pelaku 

1) Menghubungkan pelaku dengan kejahatan serupa 

2) Menyusun profil kriminal 

3) Membedakan antara pelaku tunggaL dan sindikat. 

b. Mempermudah proses penyelidikan dan pembuktian 

1) Polisi dapat lebih cepat menemukan alat bukti atau saksi yang relevan 

2) Penyelidikan menjadi lebih terarah dan efesien 

3) Jaksa lebih mudah dalam menyusun dakwaan karena umur pidana bisa 

dijelaskan melalui cara pelaku melakukan tindakannya. 

 
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011), hlm 23. 
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c. Membedakan antara kejahatan sejenis 

Modus operandi membantu membedakan apakah suatu tindak pidana merupakan: 

1) Penggelapan biasa, atau 

2) Penipuan, atau 

3) Pencurian, atau bahkan 

4) Penadahan. 

d. Menjamin kepastian dan keadilan hukum 

1) Penegahan asas kepastian hukum dengan menerapkan pasal yang tepat 

2) Menjamin keadilan bagi korban dan pelaku 

3) Membedakan antara pelaku utama, pembantu, atau pihak ketiga. 

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data kasus nyata terkait tindak pidana penggelapan 

mobil rental dengan modus gadai yang tejadi di wilayah hukum Polres Batu, kasus ini diperoleh 

berdasarkan wawancara dengan Brigpol Ilham Fauzi Prakoso. Serta melalui telaah dokumen 

yang tersedia, salah satu kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini melibatkan seorang 

pelaku berinisial Sdr. G yang melakukan penggelapan terhadap sebuah mobil jenis unit mobil 

Daihatsu Xenia Tipe X warna putih tahun 2014.  

Kronologi singkat terkait kasus ini yaitu Sdr. G pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira 

pukul 08.00 WIB di rumah Sdri SU. Meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tipe X 

warna putih tahun 2014 milik Sdri. SU selama 2 (dua) hari dengan mengatakan untuk keperluan 

melayat keluarganya yang meninggal dunia di luar kota. Setelah itu mobil tersebut dikembalikan 

dan tersangka memberikan uang sewa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 

kepada anak Sdri. SU yaitu Sdr. T berselang beberapa hari kemudian tersangka meminjam lagi 

mobil tersebut dan berkomunikasi dengan Sdr. T. Setelah mobil tersebut diserahkan oleh Sdr. S 

(mantan suami Sdri. SU) kepada tersangka, selanjutnya oleh tersangka mobil tersebut 

digadaikan kepada Sdr. F seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan 

mengatakan bahwa mobil tersebut milik ayah Sdr. G. Dengan adanya kejadian tersebut Sdri. SU 

mengalami kerugian dengan tafsir kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima 

juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu guna proses penyidikan lebih 

lanjut. 

 

B. Upaya Penegak Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental 

Dengan Modus Menggadaikan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batu 

Untuk melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan 

dengan cara penekatan penal dilakukan dengan upaya hukum, pelaku tindak pidana 

penggelapan akan sampai ketingkat kepengadilan dan mendapatkan sanksi pidana sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini upaya penal adalah salah 

satu upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 

penggelapan. 

Penanggulan kejahatan secara penal dilakukan melalui penerapan hukum pidana, dimana 

saknsi pidana berfungsi sebagai ancaman bagi pelaku dalam KUHP penggunakan sanksi pidana 

menjadi bentuk upaya penal dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penggelapan. 

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 
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peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang. 

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam Undang-Undang, ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 

bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menemukan tersangkanya.11 Menurut 

R. Wijyono, Perbedaan dari penyidikan dan penyelidikan yaitu arahnya untuk menentukan ada 

atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, sedang dalam penyidikan 

arahnya untuk menetukan siapa tersangka yang dapat didguga melakukan perbuatan melawan 

hukum. 

Sebelum proses penegakkan hukum akan dimulai penegak hukum tidak bisa memproses 

kasus tersebut tanpa adanya sebuah laporan dari korban, jika tidak ada pelapor maka proses 

penyelidikan, dan penyidikan tidak dapat dilakukan ini sesuai dengan  pasal 72 KUHAP “hak 

untuk mengajukan pengaduan hanya dimiliki oleh orang yang terkena langsung atau oleh 

wakilnya yang ditunjuk secara sah.” Dalam proses penyelidikan dilakukan oleh penyidik 

Satreskrim Polres Batu secara bertahap sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. 

Berikut tahapan yang dilakukan: 

1. Penerimaan laporan polisi 

Proses penyelidikan dimulai Ketika korban Sdri. Su, melaporkan Sdr. G tanpa seizin dan 

sepengetahuannya, laporan tersebut dibuat pada tanggal 7 September 2022 dan menjadi dasar 

bagi penyidik untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 

KUHP, tergantung pada hasil penyelidikan lebih lanjut. 

2. Penyelidikan 

Penyidik melakukan interogasi atau meminta keterangan terhadap saksi-saksi, berdasarkan 

hasil interogasi oleh penyidik terhadap saksi korban Sdri. SU, anak Sdr. T, mantan suami Sdr. 

S, yang terlibat langsung dalam penyerahan mobil kepada Sdr. G. Keterangan dari ketiganya 

memiliki keterkaitan langsung dan saling mendukung dalam membangun kontribusi peristiwa 

pidana yang dilaporkan. 

Sdri. SU dan Sdr. T. Menerangkan bahwa pada hari Senin, 14 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 

WIB Sdr. G, meminjam satu unit mobil Daihatsu Xenia Tipe X warna putih tahun 2014 milik 

Sdri. SU dengan alasan akan digunakan untuk melayat ke luar kota. Permintaan peminjaman 

disampaikan lebih dulu oleh istri pelaku Sdri. A yang merupakan teman dekat Sdr. T, hubungan 

antara saksi dan pelaku hanya sebatas pertemanan, tidak ada hubungan kekerabatan. Mobil 

diserahkan secara langsung oleh Sdr. S, dirumah korban. Selain mobil pelaku juga membawa 

STNK asli atas kendaraan tersebut, sedangkan BPKB mobil dijadikan jaminan kredit di lembaga 

pembiayaan, sesuai dengan surat keterangan tertanggal 21 Maret 2022. 

Setelah batas waktu peminjaman lewat, pada tangal 17 Maret 2022, Sdr. T, mencoba 

menghubungi pelaku namun tidak mendapat respons, keesokan harinya upaya pencarian 

dilakuakan dengan mendatangi rumah mertua dan orang tua pelaku, namun pelaku dan istrinya 

 
11 M. ABDIM MUNIB, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan 

Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” Jurnal Hukum : Justitiable 1, no. 1 (1 Juli 2018): 
63, https://doi.org/10.56071/justitiable.v1i1.42. 
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tidak ditemukan serta mobil milik korban tidak ada di tempat, dan pihak keluarga pelaku tidak 

menunjukkan itikad baik untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. 

Dalam kasus ini penyidik Satreskrim Polres Batu melakukan penyelidikan seperti meminta 

keterangan saksi, olah tkp, penelitian dokumen dalam hal ini bukti kepemilikan yang dimiliki 

korban (BPKB), CCTV,Foto, Kwitansi pada saat barang diterima karena biasanya pada mobil 

rental ada bukti sewa atau identitasnya pelaku. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan 

tersebut kasus pun dinaikkan ke status penyidikan melalui gelar perkara.  

3. Gelar perkara  

Gelar perkara yang kewenangannya diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, 

merupakan salah satu wewenang penyidik untuk melakukan tindakan lain yang 

bertanggungjawab sesuai hukum. Tujuan dilakukan gelar perkara yaitu untuk menetukan 

apakah peristiwa yang dilaporkan meruakan tindak pidana, menilai kecukupan alat bukti 

permulaan, memberikan arah lanjutan terhadap proses hukum, seperti peningkatan kasus 

perkara ke penyidikan atau penghentian jika tiidak ditemukan unsur pidana. 

Sesuai Pasal 1 angka 5 KUHAP alasan dari terbuktinya bahwa kasus ini layak dinaikkan ke 

tingkat penyidikan yaitu a) Laporan polisi dari korban, b) keterangan saksi, c) bukti surat atau 

dokumen.. 

Pelaksanaan gelar perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolsiian 

Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, 

serta Peraturan Keoada Badan Reserse Kriminal No. 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional 

Prosedur Pengawasan Penyidik. Melalui gelar perkara ini disimpulkan: 

a. Terdapat peristiwa pidana; 

b. Telah terpenuhi unsur pasal 372 KUHP; 

c. Bukti pemulaan cukup dan kemudian dapat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan 

(Sprindik) dan Surat Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada kasus ini keluarkan surat 

perintah penyidikan pada tanggal 08 September 2022 untuk menjadi dasar penyidik dalam 

menindaklanjut kasus tersebut. 

4. Penyidikan 

Berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan “penyidikan adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya 

Penyidikan (SPDP) adalah dokumen yang memuat beberapa informasi kunci dasar dimulainya 

penyidikan seperti laporan polisi dan surat perintah penyidikan, waktu awal penyidikan, jenis 

perkara, pasal yang disangkakan, uraian singat tindak pidana, identitas tersangka (jika sudah 

diketahui), dan identitas pejabat yang menerbitkan SPDP.  

Tujuan utama SPDP adalah sebagai alat pengawasan dan koordinasi antar lembaga dalam 

sistem peradilan pidana. Ini merupakan berntuk komunikasi antara penyidik dan penuntut 

umum, yang artinya akan menerima dan melanjutkan berkas perkara hasil penyidikan, tindakan 

administratif ini penting untuk menjamin transparansi proses hukum dan menjadi bentuk 

pengawasan eksternal oleh penuntut umum terhadap jalannya penyidikan. Dalam perkara ini, 

penyidik Satreskrim Polres Batu telah menerbitkan Sprindik pada tanggal 08 September 2022. 

5. Pemeriksaan Ulang 
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Menurut padal 112 KUHAP, penyidik berwenang memanggil dan memeriksa setiap orang 

yang diduga mengetahui tentang suatu tindak pidana. Pemeriksaan ulang ini bertujuan untuk 

memperkuat pembuktian unsur pidana, mendalami kronologi secara lebih terperinci. Serta 

memastikan konsistensi keterangan antar saksi. Pemeriksaan ulang saksi dalam tahap 

penyidikan merupakan bagian penting dari prosedur hukum acara pidana, terutama dalam hal: 

a. Menguatkan bukti permulaan yang telah ditemukan pada tahap penyidikan; 

b. Mendalami hubungan antara pelaku, korban, dan objek tindak pidana; 

c. Menyusun rangkaian peristiwa secara sistematis guna pembuktian unsur dalam pasal pidana 

yang dikenakan; 

d. Mencegah ketidaksesuaian antara keterangan skasi dengan alat bukti lainnya sehingga tidak 

menimbuljan keraguan dalam penuntutan. 

Konsistensi yang tinggi dengan keterangan sebelumnya di tahap penyelidikan. Tidak terdapat 

kontradiksi antara satu keterangan dengan keterangan lainnya, dan semua saling menguatkan 

dalam hal: 

a.Bahwa mobil dipinjam untuk alasan melayat 

b.Penyerahan dilakukan secara sukarela 

c.Tidak ada niat dari korban untuk menjual atau menggadaikan 

d.Pelaku menggadaikan kendaraan tanpa izin dan memberikan keterangan palsu 

Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi ini dianggap telah memenuhi alat bukti sah 

sebagaimana disebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, dan menjadi dasar kuat dalam 

penetapan tersangka dan penyusunan berkas perkara. 

6. Penetapan Tersangka 

Status tersangkah merupakan langkah awal dalam proses hukum yang menjadi tujuan 

memastikan adanya dasar hukum yang cukup untuk melanjutkan proses penyidikan hingga 

akhir, pada setiap bukti permulaan harus memiliki hubungan keterkaitan antara alat bukti satu 

dengan yang lain, hal ini merupakan rangkaian tindak pidana antara saksi satu dengan lainnya, 

termasuk pula dengan calon tersangka.  

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, penyidik wajib 

memenuhi dua alat bukti yang sah sesuai yang diatur dalam pasal 184 KUHAP sebelum 

menetapkan seseorang sebagai tesangka, dua alat bukti tersebut berupa:12 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Surat  

d. Petunjuk, dan 

e. Keterangan terdakwa  

Terdapat petunjuk yaitu penyerahan kendaraan oleh korban. Mobil tidak dikembalikan, 

ditemukannya mobil dalam penguasaan pihak ketiga, dan pengakuan pihak ketiga bahwa 

kendaraan digadaikan oleh pelaku. Rangkaian bukti ini merupakan petunjuk sebagaimana 

diatur dalam pasal 188 KUHAP yaitu peristiwa yang berhubungan satu sama lain sehingga 

 
12 Erdianto Effendi Ainun Yati Octavia dan Erawati, “Pengajuan Prinsip Exclusionary Rules Dalam Sidang 

Praperadilan di Indonesia,” Jurnal Hukum Malahayati 6, no. 1 (1 April 2025): 45, 

https://doi.org/10.33024/jhm.v6i1.19381. 
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menimbulkan keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana ditetapkan pelakunya adalah Sdr. G. 

melalui gelar perkara Sdr. G ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana penggelapan 

mobil rental. Penetapan tersangka ini telah dilakukan sesuai dengan prinsip: 

a.Legalitas: adanya dasar hukum jelas 

b.Objektivitas: didasarkan pada alat buktim bukan asumsi 

c.Akuntabilitas: dituangkan dalam dokumen resmi dan melaluii gelar perkara. 

7. Penangkapan Tersangka 

Setelah penyidik dari Satreskrim Polres Batu menetapkan Sdr. G, sebagai tersangka dalam 

perkara dugaan tindak pidana penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan, langkah 

selanjutnya yang dilakukan adalah upaya paksa yaitu berupa penangkapan. Berdasarkan pasal 

1 angka 20 KUHAP. 

Berdasarkan data dari kasus, diketahui bahwa: 

a. Tersangka sempat menghilang selama beberapa hari pasca penguasaan mobil 

b. Korban dan keluarganya sulit menghubungi dan mencari pelaku di rumah mertuanya 

maupun orang tuanya, namun hasilnya nihil 

c. Tersangka Sdr. G, sempat melarikan diri ke Kalimantan sesuai dengan pernyataan Brigpol 

Ilham Fauzi Prakoso “Terhadap kasus yang pernah kita tangani si pelaku ini kabur ke 

Kalimantan setelah itu kita koordinasi dengan pihak kepolisian yang berada di Kalimantan 

untuk membantu upaya ungkap kasus yang kita tangani, jadi pihak polres Batu meminta 

bantuan ke kepolisian di Kalimantan untuk melakukan penangkapan si pelaku ini seperti 

membuntuti atau memata-matai dan menangkap si pelaku sehingga kita bisa Ketika kita 

datang kita langsung tangkap.” 

Penangkapan ini merupakan bagian dari strategi penegakan hukum dalam menyelesaikan 

perkara pidana secara efektif, serta menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah bekerja 

sesuai dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. 

8. Pemeriksaan Tersangka 

Pemeriksaan tersangka diatur dalam pasal 113 KUHAP, yang menyatakan “jika tersangka 

datang untuk diperiksa, maka kepadanya diberitahukan bahwa ia berhak untuk memberikan 

keterangan guna kepentungan pembelaan dirinya. Dalam kasus ini pengakuan tersangka 

diperkuat oleh : 

a. Keterangan saksi yaitu Sdr. SU (korban), Sdr. T (anak korban, Sdr. S (mantan suami 

korban), Sdr. F (penerima gadai) 

b. Dokumen STNK dan surat gadai 

c. Fakta bahwa mobil benar-benar berada ditangan pihak ketiga yaitu Sdr. F 

Pemeriksaan terhadap tersangka Sdr. G, menghasilkan keterangan penting yang memperkuat 

unsur pidana dalam pasal 372 KUHP tentang penggelapan yaitu : 

a. Tersangka menguasai barang secara sah  

b. Kemudian memperlakukan seolah-olah barang itu miliknya (digadaikan) 

c. Tanpa izin pemilik yang sah 

d. Menyebabkan kerugian bagi korban 
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Dengan demikian, proses peneriksaan terhadap tersangka tidak hanya membuktikan 

perbuatannya, tetapi juga membuka gambaran motif, tujuan, dan tindakan pelaku yang secara 

hukum memenuhi unsur delik penggelapan. 

9. Penyitaan Barang Bukti 

Tindakan penyitaan merupakan bagian dari upaya paksa dalam penyidikan, yang diatur 

dalam pasal 1 angka 16 KUHAP yeng berbunyi “penyitaan adalah serangkaian tindakan 

penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, 

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, 

dan peradilan.” pada proses penyidikan terdapat barang bukti dalam kasus ini yaitu barang bukti 

berupa : 

a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tipe X warna putih tahun 2014 beserta kunci kontak 

kendaraan tersebut; 

b. 1 (satu) lembar STNK atas mobil Daihatsu Xenia Tipe X warna putih tahun 2014 atas nama 

Sdri. SU; 

c. 1 (satu) lembar surat atau kwitansi gadai antara tersangka dan penerima gadai Sdr. F; 

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bank pada 21 Maret 2022, beserta lampiran foto copy 

BPKB dan STNK atas mobil Daihatsu Xenia Tipe X warna putih tahun 2014 atas nama Sdri. 

SU; 

Tindakan penyitaan dalam perkara ini dilakukan secara sah dan telah memenuhi unsur-unsur 

yang diatur dalam hukum acara pidana, penyitaan mobil menjadi langkah penting karena : 

a. Mobil adalah objek utama dari tindak pidana penggelapan 

b. Penyitaan mencegah peralihan kembali kepada pihak yang tidak berhak 

c. Barang bukti akan digunakan dalam proses pembuktian di peradilan. 

10. Penerapan Pasal dan Pelimpahan Perkara  

Setelah tahapan penyidikan berjalan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan saksi, 

penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, pemeriksaan tersangka, hingga penyitaan 

barang bukti, penyidik kemudian menetapkan pasal yang diterapkan terhadap tersangka Sdr. G, 

dan menyusun berkas perkara untuk diserahkan ke penuntut umum. Proses ini menandai 

selesainya tahap penyidikan dan dimulainya tahap penuntutan dalam sistem peradilan pidana. 

Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik menetapkan bahwa tersangka Sdr. G, disangka 

melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana 

penggelapan, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang 

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam 

kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan pidana penjara 

paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.” 

Setelah pasal ditetapkan, penyidik menyusun berkas perkara lengkap (BAP), yang terdiri dari: 

a. Daftar kronologi kejadian 

b. Keterangan saksi dan tersangka 

c. Barang bukti yang telah disita 

d. Surat-surat penting (Sprindik, SPDP, surat penyitaan, berita acara pemeriksaan) 
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e. Uraian pasal dan dasar hukum yang dikenakan 

Berkas perkara kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan 

Negeri Batu untuk dilakukan penelitian. Setelah dilakukan penelitian oleh jaksa, berkas perkara 

dinyatakan lengkap secara formil dan materiil (P21). Hal ini berarti bahwa: 

a. Seluruh unsur pasal telah terpenuhi 

b. Tidak ada kekurangan dalam alat bukti 

c. Berkas siap untuk dilimpahkan ke pengadilan 

Dengan status P21 tersebut, penyidik dan jaksa kemudian melakukan tahap kedua, yakni 

penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke jaksa dan proses hukum berpindah dari 

penyidikan ke penuntutan.Pelimpahan perkara ini menjadi akhir dari tahap penyidikan dan awal 

dari proses persidangan di Pengadilan Negeri sebagai forum peradilan formal. 

KESIMPULAN 

Modus operandi tindak pidana penggelapan mobil dengan modus gadai yang terjadi wilayah 

hukum Polres Batu yaitu dilakukan oleh pelaku dengan cara meminjam mobil secara sah dari 

korban dengan alasan palsu. Setelah memperoleh kendaraan, pelaku tidak mengembalikan 

mobil tersebut, melainkan menggadaikannya kepada pihak lain dengan mengaku sebagai 

pemilik sah. Pelaku memanfaatkan hubungan sosial dan kepercayaan dari korban untuk 

mendapatkan akses terhadap kendaraan, yang kemudian dialihkan secara melawan hukum 

tanpa seizin pemilik. Tindakan ini memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu pelaku 

menguasai barang secara sah dan kemudian mengalihkan penguasaan barang tersebut seolah-

olah miliknya sendiri. Modus ini tergolong sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang 

berkembang dalam praktik kejahatan properti non-kekerasan. 

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan mobil rental yaitu Penyidik dari 

Satreskrim Polres Batu melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku secara profesional 

dan sesuai prosedur hukum acara pidana. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi (a) 

Penerimaan laporan dari korban,  (b) Penyelidikan awal dan gelar perkara, (c) Peningkatan 

status menjadi penyidikan, (d) Pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti, (e) 

Penetapan tersangka, (f) Penangkapan dan penahanan, (g) Pemeriksaan terhadap tersangka, (h) 

Penyitaan barang bukti (mobil, STNK, surat gadai), (i) Penerapan Pasal 372 KUHP, (j) 

Penyusunan berkas perkara dan pelimpahan ke kejaksaan (P21).  

SARAN  

Sebagai bentuk kontribusi terhadap perbaikan sistem penegakan hukum dan perlindungan 

masyarakat dari tindak pidana penggelapan kendaraan, penulis menyampaikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pelaku Usaha Jasa Sewa Mobil dan Masyarakat  

Disarankan untuk lebih Berhati-hati dalam meminjamkan atau menyewakan kendaraan kepada 

pihak lain, bahkan kepada orang terdekat, tanpa kontrak tertulis yang jelas. Pemilik kendaraan 

harus memahami pentingnya dokumen resmi seperti STNK dan BPKB, serta sebaiknya tidak 

menyerahkan STNK asli saat meminjamkan kendaraan. Bagi pemilik usaha rental mobil 
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khususnya agar memasang GPS para mobil rentalan agar bisa melacak keberadaan mobil ketika 

disewa. 

 

2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polri) 

 Dengan adanya modus operandi penggelapan mobil rental ini diharapan untuk Polri unit 

Satbinmas (satuan bimbingan masyarakat) penulis menyarankan melakukan bimbangan 

Khamtibmas atau sosialisasi kepada masyarakat dilakukan kepada para pembisnis mobil rental 

di wilayah Hukum Polres Batu dan untuk Polri Unit Sihumas (Seksi Hubungan Masyarakat) 

disarankan untuk memberi himbauan secara digital melalui media sosial terkait cara aman 

dalam menjalankan bisnis rental mobil karena di zaman yang semakin berkembang ini digital 

memiliki pengaruh terhadap penyebaran suatu informasi.  
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